
SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN 
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

Nomor 6 Tahun 2022 ten tang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi 

Banyuasin ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah dan Kotapraja di Sumatera 

Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 

Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Pembangunan Nasional
Negara Republik Indonesia Tahun 

Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4421);

1 Tahun 2004 tentang
Negara Republik

Perencanaan (Lembaran 

2004 Nomor 104,
Republik Indonesia

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

RepublikPemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

terakhirsebagaimana telah beberapa kali diubah, 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000

tentang

Nomor 210,
Republik Indonesia Nomor 4028);

Tambahan Lembaran Negara

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

Dana Perimbangan (Lembaran 

Indonesia Tahun 2005

tentang 

Negara Republik
Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 

laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
tentang
kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

Daerah,

19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 

Kedudukan keuangan 

Pemerintah di Wilayah Provinsi

2010 tentang 

Wewenang Serta
Gubernur Sebagai Wakil

(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) ; 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201011.
tentang 

(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

Standar Akuntansi Pemerintahan

12.
tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201713.
tentang

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007

14. tentang

Negara

15.

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Belanja

Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 

Perubahan atas Peraturan Menteri
tentang

Dalam Negeri 
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Angga 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Pendapatan dan Belanja Daerah dan

ran

-3 -



16. Peraturan Presiden Nomor 104 

Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 tentang 

Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149 );

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019

Menteri 
tentang Pedoman 

Pembenan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 15);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggara.n Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Admimstrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik;

Tahun 2021 tentang 

Belanja Negara 

Negara Republik

17.
2022 tentang

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 

2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781);
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

24. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 

Transfer ke118/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan 

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam 

rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya 

Negara Republik Indonesia Tahun
(Berita

2021 Nomor 149,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 691);

25. Peraturan Daerah 

Pengelolaan

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11);

26. Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2021 Nomor 16);

27. Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2021 Nomor 241) sebagaimana telah
Musi

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Keempat 
tentang 

Daerah

Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi 
Banyuasin Tahun 2022 Nomor 66).
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MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2022.

Menetapkan

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia Tahun 1945.

menurut

Republik

3. Pemerintah Daerah adalah 

pemerintahan 

Pemerintahan 

Banyuasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

selanjutnya disingkat DPRD adalah 

yang berkedudukan sebagai 
Daerah.

Bupati sebagai 
yang memimpin 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi

penyelenggara 

urusan

unsur
Daerah pelaksanaan

Musi Banyuasin 

lembaga perwakilan rakyat daerah
yang

penyelenggara Pemerintahanunsur

5. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
6. Keuangan Daerah adalah 

rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
semua hak dan kewajiban daerah dalam

yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten 

DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

yang
meliputi perencanaan,

8.

Musi Banyuasin dan
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9. Pendapatan Daerah adalah 

diakui sebagai penambah 

a-n§g3-ran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah

hak Pemerintah Kabupaten Sambas 

nilai kekayaan bersih dalam
yang 

periode tahun

semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

11. Pembiayaan Daerah adalah 

kembali dan/atau
semua penerimaan

pengeluaran yang akan diterima kembali, 
an§garan yang berkenaan

yang perlu dibayar 

, balk pada 

anggaran
tahun 

berikutnya.
maupun pada tahun

Pasal 2

SXh P'ndW3“S,54dao;5B7e3SoDOOerah Tahh“ A"!Pr“ 2022
Rp. 585 328 8Q3 £99 nn w ’ bertambahrincian seb^L bSt ^ Rp' 3-839-334.626.822,

semula 
sejumlah 

00 dengan

1. Pendapatan Daerah
a. Semula
b. Bertambah

Rp. 3.209.005.733.000,00
__335.924.803.

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 3.544.930.536.612,00

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp-2.974.417.481.954,00
b. Bertambah Rp 581,828.893 899 nn

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan 
(Defisit) setelah Perubahan Rp. 3.556.246.375 77finn 

(Rp. 11.315.839.164,00)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Penerimaan setelah perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 279.588.251.046,00
2) Bertambah Rp 3.500 000 om’nn 

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan 
Jumlah Pembiayaan Netto setelah 
perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 
Perubahan

Rp. 45.000.000.000,00 
249.404.090.9in nnRp.

Rp. 294.404.090.210,00

Eei__ 283.088.251.046 nn

Rp. 11.315.839.164,00
Rp. 0,00
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Pasal 3

ss-ir ST,rrrrj“ r-raiS"",idak terpi”hk" «B“‘” Asssss
1. Lampiran I Ringkasanr.., , . Penjat>aran Perubahan APBD Yang

nwlt p aa Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 
Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiaya
Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 
Pemenntahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
PendanagtanaR 1Kel0m,P°k>. Jenis- °bJek. Rincian Objek, 

ndapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
Hibah;

an;
2. Lampiran II

3. Lampiran III
dan Besaran

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima 
Bantuan Sosial;
Rincian

dan Besaran

5. Lampiran V Dana Otonomi Khusus 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 
Pendapatan, Belanja dan Pembia

Menurut Urusan 
Program, Kegiatan, 

Objek, Rincian Objek
yaan;

Rmcmn DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan 
Gas Bum! Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

1fr°|ram’ Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok’ 
S"b,ay.a?' C‘“ 0bi'k' P'"d“P"“. Man,, ten

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Sinkronisasi

Menurut Urusan 
Program, Kegiatan, 

Objek, Rincian Objek

8. Lampiran VIII Kebijakan
Kabupaten/Kota pada Daerah 
Rancangan Peraturan Daerah
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
APBD dengan Program Pnontas Perbatasan Negara.

Pemerintah
Perbatasan

Provinsi/ 
Dalam 

tentang APBD dan

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian vane tidak 
terpisahkan dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini 7 8

Pasal 5

SIaS^Znei?ihlrtn Petru7ahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan 
MU dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan

rja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-uncfangan.
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Pasal 6

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Musi Banyuasin dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 20 Oktober 2022

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI
Diundangkan di Sekayu 
pada tanggal 20 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAgffAN HUKUM,

L

A, SH., M.SiROMASARI P 
NIP. 19800715 199903 2 003
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